BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR |4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 78 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Menimbang

Mengingat

N

DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf a
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Klasifikasi
Belanja Daerah terdiri dari belanja operasi;

bahwa Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 78 Tahun 2020
tentang Pedoman Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah periu
dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor
78 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat [I Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 2754);

3. Undang-Undang...
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675 7);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5 161);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95950);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun
2018 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah. ..
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12.

13.

14.

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018
Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
(Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017
Nomor 6),;

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun
2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri
Hulu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun
2018 Nomor 3);

Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 102 Tahun 2019
tentang Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang
Bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 102);
Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 78 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
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Ketentuan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 78), diubah

sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 7...




(1)

Pasal 7

Penganggaran Insentif bagi Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan melalui

belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja
gaji dan tunjangan serta rincian objek belanja insentif atas pemungutan Pajak

Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Pajak dan/atau Retribusi
menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang
diuraikan berdasarkan Jenis belanja pegawai, objek tambahan penghasilan
berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) serta
rincian objek belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi
Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 27 Apri_ 2022

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 27 ApriL 22

ﬁ/ {R BUPATI INDRAGIRI HULU,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

-

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2022 NOMOR IF



